Perubahan Renja Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanan perangkat daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun yang
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai
indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis
(Renstra) PD dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan
RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangan Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota,
melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Penyusunan Renja
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja
Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program
dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdarakan Perubahan RKPD yang
telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat
Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala
Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Perubahan RKPD Tahun
2025.

Penyusunan Perubahan Renja PD berpedoman pada:

a. Perubahan RKPD tahun 2025;

b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja PD, kota sampai dengan Triwulan II tahun
berkenaan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

a. Perumusan Perubahan Renja PD; dan

b. Penyajian Perubahan Renja PD.
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Perumusan Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup;
a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
b. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai
dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
c. Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah.
Perubahan Renja PD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
a. Pendahuluan;
b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah
d. Penutup
Berdasarakan Surat Edaran Walikota Batam Nomor B/151/000.7.2.4/
VI/2025 tentang Penyampaian Perubahan Renja PD Tahun 2025 maka Dinas
Kesehatan Kota Batam menyusun Perubahan Renja yang berpedoman kepada
Perubahan RKPD tahun 2025, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja PD
sampai dengan Triwulan II tahun 2025.
Perubahan Renja PD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencanan Kerja
Anggaran (RKA) PD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan

Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2008 tetang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara
RI tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI no 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah,terakhir dengan undang-undang disesuaikan dengan
peraturan yang berlaku/terbaru);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan
Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 180);

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2025-2029 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 19);

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan
Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),
sebagaimana beberapa kali telah dimutakhirkan dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembanguan dan Keuangan Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1319); bagi
perangkat daerah yang memiliki SPM;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun
2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 127);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 130);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah
Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kota Batam
Provinsi Kepulauan riau 6.33/2024);

Peraturan Walikota Batam Nomor 210 Tahun 2022 Tentang Perubahan
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026;

Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2024 tentang Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Dinas
Kesehatan Kota Batam;

Peraturan Walikota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam
Tahun 2025).

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun

2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu
satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2029
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Batam
tahun 2025 yaitu:
a. Penyesuaian terhadap prioritas Pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan
keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
b.  Sebagai Pedoman dan arah dalam menyusun Perubahan Anggaran Dinas Kesehatan
Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta
Perubahan RKA tahun anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab,
yaitu:
BABI PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BABII EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
2025
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan
I tahun 2025
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting

4.2 Kaidah Pelaksanaan

4.3 Rencana Tindak Lanjut
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BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II
Tahun 2025 (bulan Juni 2025)

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan
pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja
tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah
mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau
realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut:

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/kelurahan yang direncanakan:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah:
1) Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah tidak tercapai sesuai target karena waktu pencapaian
kinerja sesuai jadwal berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017
baru bisa dilaksanakan pada TW III tahun 2025 yaitu bulan
Juli, Agustus dan September 2025.
b. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah:
1) Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak
tercapai sesuai target karena masih dalam proses pemeliharaan
barang dan RAK dilakukan di Triwulan III;
2) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya tidak tercapai sesuai target karena RAK
baru bisa dilakukan di Triwulan III.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat
a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan

UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota:

1) Subkegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya tidak
tercapai sesuai target karena saat ini sedang dalam proses
berkontak dan akan selesai bulan Desember, Termin di Bulan
Juli (setelah dana DAK Salur);

2) Subkegiatan Pengembangan Puskesmas tidak tercapai sesuai
target karena Pelaksanaan kegiatan akan selesai bulan
November;
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Subkegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya tidak
tercapai sesuai target karena Pelaksanaan Kegiatan terlambat
dikarenakan Pengurusan Endorsmen terkendala di Bea Cukai;
Subkegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak tercapai sesuai target
karena Pengadaan alat kesehatan dalam proses pengadaan,
diperkirakan pengadaan akan selesai pada bulan Oktober
2025;

Subkegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan tidak tercapai sesuai target karena Pelaksanaan
kalibrasi alat kesehatan dilakukan setahun sekali, berdasarkan
pelaksanaan kalibrasi tahun lalu, dilaksanakan bulan Oktober.
Jadi mengikuti putaran waktu 1 tahun pada kegiatan tahun
lalu;

Subkegiatan Pengadaan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis
Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas
Kesehatan tidak tercapai sesuai target karena Pengadaan obat
dan BMHP dalam progres pelaksanaan pekerjaan, namun
sebagian obat sudah selesai. diperkirakan pengadaan obat dan
BMHP selesai pada bulan November 2025;

b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:

1)

3)

Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil tidak
tercapai sesuai target karena angka sasaran di renja masih
mengikuti target tahun 2024 dan belum sesuai dengan
Pencatatan pelaporan sudah berdasarkan By Name dan By
adress sehingga ada penurunan dalam segi kuantitas namun
ada peningkatan dalam kualitas pelaporan;

Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
tidak tercapai sesuai target karena angka sasaran di renja
masih mengikuti target tahun 2024 dan belum sesuai dengan
SK Nomor 034 Tentang Penetapan Sasaran Program Kesehatan
dan SPM Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2025 (target
2024 lebih tinggi dari 2025). Pencatatan pelaporan sudah
berdasarkan By Name dan By adress sehingga ada penurunan
dalam segi kuantitas namun ada peningkatan dalam kualitas
pelaporan;

Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
tidak tercapai sesuai target angka sasaran di renja masih
mengikuti target tahun 2024 dan belum sesuai dengan SK
Nomor 034 Tentang Penetapan Sasaran Program Kesehatan
dan SPM Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2025 (target
2024 lebih tinggi dari 2025). Pencatatan pelaporan sudah
berdasarkan By Name dan By adress sehingga ada penurunan
dalam segi kuantitas namun ada peningkatan dalam kualitas
pelaporan;
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4) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita tidak
tercapai sesuai target angka sasaran di renja masih mengikuti
target tahun 2024 dan belum sesuai dengan pencatatan
pelaporan sudah berdasarkan By Name dan By adres sehingga
ada penurunan dalam segi kuantitas namun ada peningkatan
dalam kualitas pelaporan,;

S5) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif tidak tercapai sesuai target sasaran tahun 2025
adalah 879.418 orang, capaian januari sampai dengan juni
2025 sebanyak 128.925 orang (14,66%). Angka capaian di
ambil dari aplikasi ASIK, Pencatatan pelaporan sudah
berdasarkan By Name dan By adres (masih ada yang belum
berhasil diinput karena penolakan dari aplikasi ASIK) sehingga
ada penurunan dalam segi kuantitas, namun ada peningkatan
dalam kualitas pelaporan karena pendiagnosaan cukup
banyak/lengkap;

6) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Lanjut tidak tercapai sesuai target karena kesalahan dalam
menginput sasaran lansia,dimana sasaran seharusnya 78123,
tidak tercapainya kinerja dikarena sasaran yang ditetapkan
SK no 034 tentang penetapan sasaran program kegiatan dan
SPM dinas kesehatan, di renja belum sesuai,penetapan target
masih tinggi dibandingkan sasaran reel,;

7) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Hipertensi tidak tercapai sesuai target karena sasaran tahun
2025 adalah 225.021 orang, capaian januari sampai dengan
juni 2025 sebanyak 25.767 orang (11,45 %). Angka capaian di
ambil dari aplikasi ASIK, Pencatatan pelaporan sudah
berdasarkan By Name dan By adres (masih ada yang belum
berhasil diinput karena penolakan dari aplikasi ASIK) sehingga
ada penurunan dalam segi kuantitas, namun ada peningkatan
dalam kualitas pelaporan karena pendiagnosaan cukup
banyak/lengkap;

8) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus tidak tercapai sesuai target karena sasaran
tahun 2025 adalah 16.280 orang, capaian januari sampai
dengan juni 2025 sebanyak 6.566 orang (40,33%). Angka
capaian di ambil dari aplikasi ASIK, Pencatatan pelaporan
sudah berdasarkan By Name dan By adres (masih ada yang
belum berhasil diinput karena penolakan dari aplikasi ASIK)
sehingga ada penurunan dalam segi kuantitas, namun ada
peningkatan dalam kualitas pelaporan karena pendiagnosaan
cukup banyak/lengkap;

9) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
Tuberkulosis tidak tercapai sesuai target;

10) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Risiko Terinfeksi HIV tidak tercapai sesuai target;
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11) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) tidak tercapai sesuai target
karena angka sasaran di renja masih mengikuti target tahun
2024 dan belum sesuai dengan Indikator baru yang ditetapkan
oleh Kemenkes Tahun 2025 (target 2024 lebih tinggi dari 2025).
Pencatatan pelaporan sudah berdasarkan By Name dan By
adres sehingga ada penurunan dalam segi kuantitas namun
ada peningkatan dalam kualitas pelaporan;

12) Subkegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di
Fasyankes dan Sekolah tidak tercapai sesuai target kinerja
karena angka sasaran di Renja masih mengikuti target tahun
2024 dan belum sesuai dengan Indikator baru yang ditetapkan
oleh Kemenkes Tahun 2025 (target 2024 lebih tinggi dari 2025).
Pencatatan pelaporan sudah berdasarkan By Name dan By
adres sehingga ada penurunan dalam segi kuantitas namun
ada peningkatan dalam kualitas pelaporan;

13) Subkegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria tidak
tercapai sesuai target kinerja karena angka sasaran di Renja
masih mengikuti target tahun 2024 dan belum sesuai dengan
Surat Kementerian Kesehatan Nomor: PV/01.02/C/437/2025
Tentang Perubahan Target Estimasi Pemeriksaan Tahun 2025
dimana angka sasaran tahun 2024 terlalu tinggi sehingga di
tahun 2025 disesuaikan dengan Surat Kementerian tersebut.
Pencatatan pelaporan dengan aplikasi E-SISMAL Malaria;

14) Subkegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak tidak
tercapai sesuai target kinerja karena kegiatan sudah
dilaksanakan namun kegiatan ibu dan anak merupakan satu
kegiatan yang merangkum semua siklus AMPSR dari awal
tahun bulan Januari sampai dengan Desember kegiatan ibu
dan anak jadi satu dokumen.

c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara

Terintegrasi:

1) Subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan tidak
tercapai sesuai target karena waktu pencapaian kinerja sesuai
jadwal pada TW III tahun 2025 yaitu bulan Agustus 2025.

d. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:

1) Subkegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
tidak tercapai sesuai target karena Masih ada 2 kegiatan
(pertemuan) yang akan dilaksanakan di bulan Agustus dan
September;

2) Subkegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan Rujukan tidak tercapai sesuai target
karena kegiatan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan
September.
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3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
a. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:
1) Subkegiatan Pengembangan Mutu dan  Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota tidak tercapai sesuai target karena
pelaksanaan kegiatan direncanakan pada TW III dan IV.

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
a. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah

Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk

Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri

Rumah Tangga:

1) Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga dan Nomor P-IRT sebagai [zin Produksi untuk Produk
Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga tidak tercapai sesuai target

b. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post

Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri

Rumah Tangga:

1) Subkegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-
Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan tidak tercapai
sesuai target.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/kelurahan yang direncanakan:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:
1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
a. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1) Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya
Manusia Kesehatan memenuhi target karena realisasi target
kinerja sesuai target TW II 2025.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
a. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran
serta  Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota;
1) Subkegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat telah memenuhi
target kinerja hasil karena dari Bulan Januari sampai Juni
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sudah menghasilkan 2 dokumen laporan dari Promosi
Kesehatan  Advokasi, Kemitraan dan  Pemberdayaan
Masyarakat dengan capaian kinerja TW II yaitu 50% dari target
tahunan 100%;

b. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:

1) Subkegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan
Hidup Bersih dan Sehat telah memenuhi target kinerja hasil
karena dari Bulan Januari sampai Juni sudah menghasilkan 2
dokumen laporan dari Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat dengan capaian kinerja
TW II yaitu 50% dari target tahunan 100%;

c. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan
Bersumber Daya  Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota:

1) Subkegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan
dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM) telah memenuhi target kinerja hasil
karena dari Bulan Januari sampai Juni sudah menghasilkan 2
dokumen laporan dari Bimbingan teknis dan supervisi upaya
kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) dengan
capaian kinerja TW II yaitu 50% dari target tahunan 100%.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/kelurahan yang direncanakan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN melebihi
target kinerja hasil karena terdapat penambahan pegawai
Baru, masuk pada bulan Juni 2025 (CPNS + PPPK 2025);

2) Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
melebihi target kinerja hasil karena sub kegitatan ini belum
mempunya taget pada saat penetapan Renja tahun 2025 dan
baru hidup pada KUA PPAS tahun 2025.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

1) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
melebihi target kinerja hasil;

2) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
melebihi target kinerja hasil;

3) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD melebihi target kinerja hasil.

c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah:

1. Sub kegiatan Pengadaan Mebel melebihi target kinerja hasil
karena terdapat perbedaan target antara target Renja dengan
Pergeseran APBD mengalami penambahan target menjadi 214
Unit;
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d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah:

1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan melebihi target kinerja hasil TW II
yaitu semestinya 50% dan realisasi sudah melebihi 50% yaitu
64%.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat
a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:
1) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar melebihi target kinerja hasil.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
a. Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah
Kabupaten/Kota

1) Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan melebihi
target kinerja hasil;

b. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota:

1) Subkegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Kesehatan Sesuai Standar melebihi target kinerja hasil.

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

a. Kegiatan Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan
Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT):

1) Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat
Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
melebihi target kinerja hasil karena kinerja tahunan dapat
diselesai pada triwulan II.

b. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah
Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah
Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) melebihi target
kinerja hasil karena kinerja tahunan dapat diselesai pada
triwulan II.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 s/d
Triwulan II (Juni 2025) beserta analisa realisasi target kinerja s.d TW II tahun
2025, dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.
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Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 s/d Triwulan II (Juni 2025)

Nama PD: Dinas Kesehatan

Perubahan Renja Tahun 2025

Realisasi Capaian

Urusan/Bidan TR LR (SRR Program/ g;nili::;

12 Indikator Kinerja Program (Outcome) / | Program/ Kegiatan/ R palan Analisa Realisasi Target
Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub s . . Sub Kegiatan s.d Realisasi . q

Kegi Kegiata (Output) Sub Kegiatan (Renja) Triwalan II Kinerja s.d TW II 2025

egiatan Tahun 2025 riwulan Target

anun (s.d Juni (%)
Tahun 2025)
1 2 3 4 5 6=5/4*100 7
DINAS KESEHATAN
1 URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG | INDEKS KESEHATAN 82,4 Indeks 82,4 Indeks 100%

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR

1.02

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN

ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)

60 Per 100,000 KH

90 Per 100,000 KH

67%

ANGKA KEMATIAN NEONATUS (AKN)

2,9 Per 1.000 KH

8,9 Per 1.000 KH

33%

ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)

3,3 Per 1.000 KH

9,5 Per 1.000 KH

35%

PREVALENSI STUNTING PADA BALITA

6%

1,36%

23%

PREVALENSI WASTING PADA BALITA

5%

2,05%

41%

INSIDENSI TB

170 Per 100.000 pddk

151 Per 100.000 pddk

89%

IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL)
PADA BALITA USIA 12 - 23 BULAN

95%

33%

35%

PERSENTASE PENCAPAIAN SPM RS
SESUAI STANDAR

98%

85%

87%

BED OF RATE (BOR) RUMAH SAKIT

82%

80%

98%

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
RUMAH SAKIT

90%

90%

100%
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